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Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian 
ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan 

keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi 
rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem 

pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan 
mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, 

serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya 
bergantung pada lahannya. 

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh 

upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan 
marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan 

berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya 
pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan 
pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk 

mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. 
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Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan 
pangan khususnya di Kabupaten Ponorogo serta mencegah terjadinya alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan 
sistem irigasi yang baik. 

 


